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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya delik 
dalam kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan 
oleh oknum mahasiswa dan berbagai macam upaya baik yang bersifat 
preventif maupun represif dalam rangka untuk mencegah, mengurangi 
dan memberantas delik-delik pencurian kendaraan bermotor yang 
dilakukan oleh oknum mahasiswa. 
Penelitian ini dilakukan di Makassar, adapun yang menjadi objek 
penelitian adalah Pengadilan Negeri Kota Makassar, Lembaga 
Pemasyarakatan Klas 1A Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar. Peneltian ini dilakukan dengan wawancara langsung 
dengan narasumber-narasumber pada setiap lokasi penelitian yang 
kompeten dan relevan dengan topik yang diajukan secara mendalam 
dan tajam. Pendekatan yang kedua adalah dengan memaparkan 
secara deskriptif berbagai hasil wawancara lalu melakukan analisis 
psikologis, sosiologis dan yuridis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang psikis tampak 
bahwa sebab-sebab terjadinya kejahatan adalah ketidakmampuan 
dalam berpikir sehat dalam mengahadapi berbagai macam masalah 
hidup, kebimbangan dalam memilih jalan hidup yang berakhir 
keputusan yang menyimpang, perasaan bersalah, efek dari narkotika 
dan rendahnya pemahaman dan ketaatan terhadap nilai-nilai relijius. 
Hasil temuan kedua dari sudut pandang sosiologis, menunjukkan 
bahwa faktor keluarga, pendidikan, dan sosial/pertemanan memainkan 
peranan penting dalam mempengaruhi kepribadian para pelaku untuk 
membentuk watak kriminal yang setali tiga uang dengan faktor-faktor 
psikis di atas. Kemudian hasil penelitian terhadap upaya-upaya para 
aparat penegak hukum memperlihatkan bahwa upaya yang dilakukan 
oleh pihak Kepolisian Resort Kota Besar Makassar yang mengarah 
kepada upaya-upaya preventif (pencegahan) dan represif seperti 
melakukan razia rutin, sosialisasi langsung maupun tidak langsung, 
patroli keliling dan berbagai macam stategi penyidikan dalam 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat 
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Para ilmuwan sejak dari era 
Kaisar Gudea (2360-2350 SM) yang merupakan pembuat kodifikasi 
Urukagina (kodifikasi tertua di dunia) sampai kodifikasi terbaru di era 
globalisasi ini, telah melakukan studi-studi berkenaan dengan 
kejahatan untuk memahami sebab musababnya dan untuk 
menghapusnya. Studi-studi tersebut kemudian melahirkan ilmu 
kriminologi yang dalam perkembangannya menjadi ilmu pengetahuan 
yang penting dan diperlukan. 
 Sejarah mencatat berbagai macam upaya-upaya yang 
dilakukan para ahli dalam pengembangan ilmu kriminologi melalui 
pelacakan teks-teks yang berfungsi sebagai petunjuk untuk 
mengetahui asal mula serta memberikan gambaran kepada kita 
urgensi dari ilmu kriminologi ini. Meskipun penulis tidak jelas dalam 
memahami apakah dari sejarah itu ilmu kriminologi adalah cabang 
yang berdiri sendiri terpisah dari hukum pidana ataupun merupakan 
bagian dan cabang dari hukum pidana itu sendiri. Menurut penulis ilmu 
ini bukanlah bagian atau milik hukum pidana secara eksklusif, 
melainkan merupakan cabang dari ilmu hukum yang otonom dan 
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memiliki eksistensi sendiri di samping hukum pidana. Alasannya 
Karena dalam ilmu kriminologi terdapat unsur-unsur sosiologi hukum 
dan psikologi hukum. Berbagai macam konsep-konsep kriminologi 
yang mendasarkan polanya dari segi penelitian kualitatif yang 
bercorak sosial dan psikologis setidaknya membuktikan bahwa ilmu ini 
bukanlah milik hukm pidana secara eksklusif. Namun, pembahasan 
mengenai hal ini cukup sampai disini karena memang tujuan dari 
skripsi ini bukanlah untuk meneliti hal tersebut. Biarlah hal itu kita 
bicarakan di tempat lain atau jadikan itu sebagai bagian dari tugas dan 
tanggung jawab para pakar hukum. Dalam karya ilmiah ini penulis 
hanya ingin melihat apakah pemikiran-pemikiran kriminologi itu masih 
relevan dan dapat dijadikan sebagai satu hipotesis awal untuk 
memulai suatu penelitian krimnologis untuk menggapai suatu 
kesimpulan berkenaan dengan fungsi dan tujuan dari ilmu ini dengan 
kondisi kejahatan yang terjadi di era nuklir sekarang ini. Penulis 
membatasinya pada kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor yang 
dilakukan oleh oknum mahasiswa. 
 Pertanyaan yang muncul berkenaan dengan pemilihan topik 
dalam penulisan skripsi ini yakni mengapa mesti tindak pidana 
pencurian?, mengapa objek tindak pidana pencurian itu kendaraan 




 Sebagai seorang mahasiswa hukum dan calon sarjana hukum, 
penulis haruslah senantiasa memiliki kepekaan dan pemahaman di 
lingkungan sekeliling penulis yang berkaitan dengan permasalahan-
permasalahan yang membutuhkan bantuan hukum. Ini adalah prinsip 
yang jelas bagi seorang penegak keadilan. Pemikiran merupakan 
salah satu cara yang diandalkan mulai dari awal eksistensi manusia 
sampai akhir eksistensi manusia di alam ini. Kita mengetahui bahwa 
esensi dari manusia adalah berpikir. Seseorang tidak bisa dikatakan 
sebagai manusia jika dia tidak berpikir. Kemanusiaan seseorang 
ditentukan oleh pikirannya. Pendek kata, keadaan mental menentukan 
kemanusiaan manusia. Lewat usaha berpikir ini penulis berusaha 
untuk memahami masalah-masalah di sekitar penulis yang 
berhubungan dengan disiplin ilmu penulis. Selama empat tahun lebih 
belajar di fakultas hukum, penulis menemukan adanya gejala-gejala 
kriminal yang berkesinambungan dan berkelanjutan yang dilakukan 
oleh sebahagian mahasiswa di kota Makassar. Gejala-gejala itu 
berupa gejala kriminal yang mewujud dalam aksi tindak pidana 
pencurian. Berbagai macam modus dan motof dari para pelaku ini 
menarik perhatian penulis untuk dikaji dan dianalisis secara 
mendalam. Oleh karena itu, karena banyaknya objek curian maka 
penulis membatasinya pada kendaraan bermotor. 
 Sungguh sangat disayangkan, bagaimana mungkin seorang 
manusia yang dididik sedemikian rupa di kampus untuk menjadi 
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seorang manusia cerdas yang diharapkan mampu berorientasi pada 
kelanjutan eksistensi Negara Indonesia kita yang tercinta tega 
melakukan hal yang menggelikan dan memalukan tersebut. Kita 
menyadari dan menyepakati bahwa tindak pidana pencurian bukanlah 
tindakan yang manusiawi karena tidak didasari oleh akal sehat. Akal 
yang merupakan karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa digunakan 
untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Karena 
tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang menyimpang baik 
dari segi hukum, agama, dan norma-norma adat maka perbuatan ini 
bukanlah perbuatan yang baik.            
Hukum sebagai alat dalam melakukan kontrol sosial dalam hal 
ini membutuhkan bantuan ilmu kriminologi. Melalui ilmu hukum ini 
akan diperoleh pengetahuan tentang individu atau anggota 
masyarakat yang dihadapkan pada penyesuaian atau penyimpangan 
hukum, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran 
yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang 
disebut kejahatan.  
Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, 
karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan 
sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana 
dan kapan saja dalam pergaualan hidup. Sedangkan naik turunnya 
angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, 
keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya. Salah satu 
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fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam 
masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor 
dengan pemberatan. Berita tentang pencurian kendaraan bermotor 
bukan saja menarik perhatian para penegak hukum tetapi juga 
mengusik rasa aman masyarakat. Kendaraan bermotor merupakan 
sarana transporasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku 
kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga 
dampak negatifnya terhadap masyarakat. 
Selain itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah 
merupakan kejahatan terorganisir, bersindikat, dimana ada pihak-
pihak yang di lapangan (pencuri) dan ada pihak-pihak yang 
menampung barang-barang curian (penadah). Penadah juga dapat 
dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam halini 
penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Perbuatan 
“penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-
kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru 
karena adanya orang yang mau melakukan “penadahan” itulah, orang 
seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, 
penggelapan, atau penipuan. 
Namun perlu digarisbawahi maksud dari “Pertolongan 
Kejahatan” bukanlah berarti “Membantu malakukan kejahatan”, seperti 
yang disebut dalam pasal 55 KUHP. Melainkan penadahan 
digolongkan sebagai “Pemudahan” seseorang untuk berbuat 
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kejahatan. Hal ini disebabkan karena hasil-hasil dari barang-barang 
curian tersebut untuk dijual supaya mendapatkan uang. Dalam hal ini 
Clinard menyatakan bahwa “Pencurian kendaraan bermotor beserta 
isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai laju pembangunan”. 
Dalam hubungan tersebut maka ada anggapan atau pendugaan 
lebih jauh bahwa: Perubahan sifat yang dimaksud dapat dilihat 
kaitannya dengan penggeseran yang membutuhkan keterampilan 
khusus seperti dalam pencurian kendaraan bermotor saat ini telah 
terjadi perubahan sifat, dimana telah terjadi pergeseran jenis 
kejahatan yaitu dari jenis kejahatan menggunakan kekerasan secara 
fisik sampai dengan kearah kejahatan yang menggunakan 
keterampilan khusus dalam mencapai tujuan. Hal ini menjadi tugas 
berat bagi para penegak hukum yang terkait, bahkan menjadikan itu 
sebagai suatu yang harus diantisipasi dalam penegakan hukum dan 
dicari pemecahan masalahnya. 
Namun sebelum mencapai permasalahan itu dapat dilihat 
dalam masyarakat masih banyak dijumpai orang yang tidak bersalah 
mendapat pidana ataupun pidana yang tidak sesuai dengan 
kesalahannya. Kondisi ini sangat memperihatinkan dan menuntut kita 
semua, khususnya penegak hukum agar lebih meningkatkan 
pengertian, pemahaman dan keterampilan profesinya sehingga dapat 
melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.Hal ini perlu 
mendapat perhatian yang cukup serius mengingat begitu pentingnya 
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peranan aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. 
Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya murah 
serta bebas, jujur juga harus diterapkan secara konsekuen. 
Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai 
peranan penting dalam menentukan vonisnya. Oleh karena itu, dalam 
memberi hukuman pidana, maka hakim harus melalui tahapan yang 
bersifat kompleks, sehingga mendapatkan keyakinan untuk 
menjatuhkan pidana kepada pelaku. Haruslah dipilih fakta-fakta konkrit 
yang berupa perbuatan-perbuatan orang dan kejadian-kejadian 
lainnya, serta hal-hal yang penting dan berkaitan dengan hukum yang 
bersangkutan. Dalam hal pertimbangan hukum dalam penjatuhan 
sanksi pidana ini pula ilmu krimonologi berperan. Dari pemaparan di 
atas memang ilmu krimonologi sangat berperan dalam pengembangan 
ilmu hukum sehingga membutuhkan penalaran dan analisis yang 
matang serta mempunyai daya tarik untuk terus menerus untuk 
diperdalam. 
Berdasarkan hal di atas penulis mengajukan skripsi yang 
berjudul: “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana 
Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh Oknum 






B. Rumusan Masalah 
1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian 
kendaraan   bermotor yang dilakukan oleh oknum mahasiswa di 
Kota Makassar? 
2. Upaya apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kota 
Makassar dalam menanggulangi pencurian kendaraan 
bermotor yang dilakukan oleh oknum mahasiswa di Kota 
Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penyebab penyebab terjadinya pencurian 
kendaraan bermotor yang dilakukan oleh oknum Mahasiswa di 
Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum di Kota Makassar dalam menanggulngi pencurian 
kendaraan bermotor yang dilakukan oleh oknum Mahasiswa di 
Kota Makassar. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan 
manfaat yang berupa : 
1. Manfaat secara teoritis 
Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan 
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sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam 
dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan 
Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh 
Oknum Mahasiswa.Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut 
untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan 
bagi perkembangan hukum di Indonesia. 
2. Manfaat secara praktis 
Secara praktis, penelitian ini dapat memberi pengetahuan 
tentang kasus-kasus tindak pidana orang yang terjadi dewasa ini dan 
bagaimana  upaya pencegahan sehingga kasus-kasus Tindak Pidana 
Pencurian Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Oleh Oknum 
Mahasiswa bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan 
masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum 
dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam 













A. Pengertian Kriminologi 
  Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi ditemukan oleh P. 
Topinard (A.S Alam, 2010:1) seorang ahli antropologi Prancis. 
Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni “Crimen” yang berarti 
kejahatan dan “logos” yang berarti pengetahuan atau ilmu 
pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah ilmu/ pengetahuan tentang 
kejahatan. 
  Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian 
kriminologi, berikut ini Penulis kemukakan pandangan beberapa 
sarjana terkemuka, antara lain: 
Menurut W.A. Bonger (A.S Alam, 2010:2) kriminologi adalah 
ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-
luasnya.  
  Menurut J. Constant (Sudarto, 1981: 97) kriminologi adalah 
ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang 
menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. 




  “ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan 
tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-
akibatnya.” 
 
  Edwin H. Sutherland (A. S. Alam, 2010:2), mendefinisikan 
kriminologi sebagai: 
“keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan 
perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya kriminologi 
mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran 
hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum tersebut.” 
 
 
 Dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, secara 
garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya 
merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, untuk 
memahami sebab-musabab terjadinya kejahatan, serta mempelajari 
tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering 
disebut penjahat. Dan juga untuk mengetahui reaksi masyarakat 
terhadap kejahatan dan pelaku . Hal ini bertujuan untuk mempelajari 
pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-
perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang 
dipandang sebagai perbuatan yang merugikan atau membahayakan 
masyarakat luas. 
 
B. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana 
1. Pengertian Pidana 
Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya 
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dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja 
dikena-kan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah 
melaku-kan suatu tindak pidana. 
 Menurut Moeljatno (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005:34) 
istilah hukuman yang berasal dari kata straf, merupakan suatu istilah 
yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang 
inkonvensional, yaitu pidana. 
 Menurut Andi Hamzah (Andi Hamzah, 2008:1) pakar hukum 
Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam 
bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah 
istilah umum yang diper-gunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam 
ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan 
istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang 
berkaitan dengan hukum pidana.  
 Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran 
hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan 
penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan 
dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara 
hukum pidana dengan hukum yang lainnya (J.M. van Bemmelen, 
1987: 17). 
 Menurut Satochid Kartanegara (Satochid Kartanegara, 
1995:275-276) bahwa hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau 
penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan 
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kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan 
oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu 
dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang 
dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu 
harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang 
dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh 
undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau 
perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh 
undang-undang hukum pidana. Kepentingan hukum yang akan 
dilindungi itu adalah sebagai berikut:  
1) Jiwa manusia (leven); 
2) Keutuhan tubuh manusia (lyf); 
3) Kehormatan seseorang (eer); 
4) Kesusilaan (zede); 
5) Kemerdekaan pribadi (persoonlyke vryheid); 
6) Harta benda/kekayaan (vermogen).  
 Berikut ini dikutip pengertian pidana yang dikemukakan oleh 
Van Hamel:  
Menurut van Hamel: (Satochid Kartanegara, 1984: 34) 
“een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den 
staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van 
die overtreding, van wege den staat als handhaver der 
openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste 






“suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan 
oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana 
atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban 
hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata 
karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum 
yang harus ditegakkan oleh Negara”. 
 
2. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum 
pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan 
secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat 
dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in 
abstracto dalam peraturan pidana. 
 Tindak pidana sering juga disebut dengan kata “delik”. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai 
berikut: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana 
(C.S.T. Kansil, 2004:37). Mengenai “delik” dalam arti straafbaar feit, 
para pakar hukum pidana masing-masing memberikan definisi sebagai 
berikut.  
Simons (PAF. Lamintang, 1984:185) mengatakan bahwa: 
“Dalam rumusannya straafbaar feit itu adalah “tindakan 
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat 
dihukum”. 
 
Alasan dari Simons mengapa harus dirumuskan seperti di atas karena: 
a. untuk adanya suatu straafbaar feit diisyaratkan bahwa di situ 
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terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang 
diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran 
terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah 
dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;  
b. agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka 
tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti 
yang dirumuskan dengan undang-undang;  
c. setiap straafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap suatu 
larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada 
hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu 
onrechmatige handeling. 
 
 Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa 
tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari 
delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain. 
E. Utrecht (Andi Hamzah, 2009:9) mengatakan bahwa: 
“Menerjemahkan straafbaar feit dengan istilah peristiwa pidana 
yang sering juga ia sebut dengan delik, karena peristiwa itu 
suatu perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu 
melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang 
ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu) 
Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (rechtsfeit), 
yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang 
diatur oleh hukum”. 
 
 Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan 
pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya 
sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak 
pidana. Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum 
(unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman 
dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab. 
 Pompe (Andi Hamzah, 2008:4) memberikan dua macam 
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definisi terhadap perbuatan pidana, yaitu yang bersifat teoritis dan 
yang bersifat perundang-undangan. Berdasarkan definisi teoritis maka 
perbuatan pidana adalah pelanggaran norma/kaedah/tata hukum yang 
diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan 
pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum. Sedangkan dari sisi perundang-undangan, 
perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang 
ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak 
berbuat. Tidak berbuat ini biasanya dilakukan dalam beberapa 
keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan 
dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik. 
 Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah 
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat 
melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi delik (an 
objective of penol provision), namun hal tersebut belum memenuhi 
syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu 
adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu 
mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective built). Di sini berlaku 
“tiada pidana tanpa kesalahan” (kiene strafe ohne schuld atau geen 
straaf zonder schuld atau nulla poena sine culpa). Culpa di sini dalam 





C. Pengertian Pencurian 
Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam 
Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi: 
“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 
menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum 
karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara 
selama-lamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh 
rupiah”. 
Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa 
kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara 
formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam 
hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. 
Menerjemahkan perkataan “zich toeeigenen” dengan 
“menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca 
akan dapat memahami, bahwa “zich toeeigenen” itu mempunyai 
pengertian yang sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang 
ternyata sampai sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-
undang Hukum Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri 
termasuk di dalam pengertian “zich toeeigenen” seperti yang 
dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana tersebut di atas (PAF. Lamintang dan Samosir, 1990: 49). 
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1. Unsur-unsur tindak pidana pencurian 
Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua 
arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan 
pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak  
pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, 
yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan 
unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam 
Pasal 365 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang 
terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif 
dan unsur-unsur subyektif. 
a. Yang disebut unsur obyektif ialah: 
1). Perbuatan manusia 
Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam perundang-
undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur 
objektif. Namun demikian adakalanya sifat melawan hukumnya 
perbuatan tidak saja pada unsur objektif tetapi juga pada unsur 
subjektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak 
pidana dengan unsur objektif antara lain terdapat pada tindak 
pidana yang berbentuk kelakuan. Maka akibat yang terjadi dari 
perbuatan tidak penting artinya. Dari rentetan akibat yang timbul 
dari kelakuan tidak ada yang menjadi inti tindak pidana, kecuali 
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yang telah dirumuskan dalam istilah yang telah dipakai untuk 
merumuskan kelakuan tersebut. Misalnya kelakuan dalam 
tindak pidana “pencurian” yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, 
dirumuskan dengan istilah “mengambil barang” yang 
merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan; 
yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak 
dapat belanja, hal itu tidak termasuk dalam rumusan tindak 
pidana pencurian. 
 2). Delik materiil. 
Delik materiil dimana dalam perumusannya tindak pidana hanya 
disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila 
kita jumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang 
dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang 
menimbulkan akibat itu, kita harus menggunakan ajaran 
“hubungan kausal”, untuk manggambarkan bagaimana bentuk 
kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang 
dilarang itu. Dengan begitu baru dapat diketahui perbuatan 
materiil dari tindak pidana yang menyebabkan timbulnya akibat 
yang dilarang. Tanpa diketahui siapa yang menimbulkan akibat 
yang dilarang itu, tidak dapat ditentukan siapa yang 




3). Delik formiil. 
Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila 
telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik 
formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda 
dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan 
perbuatan yang dilarang sedang akibatnya yang dirumuskan 
secara jelas, berbeda dengan delik formil yang dilarang dengan 
tegas adalah perbuatannya. 
b. Yang disebut unsur subyektif ialah: 
1). Dilakukan dengan kesalahan Delik yang mengandung unsur 
memberatkan pidana, apabila pelaku pencurian itu dengan 
keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada Pasal 
365 ayat, 2, 3 dan 4 KUHP. Maka pelaku pencurian ini dapat 
dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam Pasal 
336 KUHP yang berbunyi; 
“Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yanmg 
diterangkan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan 
pencabutan hak tersebut dalam Pasal 345 no 1-4”. 
2). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab menurut 
pengertian Simons (Sudarto, 1990: 41) tentang adanya unsur-
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unsur pada tindak pidana apabila: Perbuatan manusia, diancam 
dengan pidana, melawan hukum, dilakukan, dengan kesalahan, 
oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
Pengertian kemampuan bertanggung jawab, banyak yang telah 
mengemukakan pendapat antara lain: 
Simons (Sudarto, 1981: 97) berpendapat bahwa: Kemampuan 
bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan 
psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya 
suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari 
orangnya. 
Selain itu, Simons juga mengatakan bahwa seseorang mampu 
bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila: 
a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa 
perbuatannya bertentangan dengan hukum. 
b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan 
kesadaran tersebut. 
KUHP tidak memuat perumusan kapan seseorang mampu 
bertanggung jawab. Di dalam buku I bab III Pasal 44 berbunyi: 
“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat 





Dari Pasal 44 KUHP tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa ada 2 
hal yang menjadi penentuan keadaan jiwa si pembuat yaitu: 
a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. 
Pemeriksaan keadaan pribadi si pembuat yang berupa 
keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau 
terganggu karena penyakit, yang dilakukan oleh seorang 
dokter penyakit jiwa. 
b. Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si 
pembuat dengan perbuatannya. Adapun yang menetapkan 
adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian 
itu dengan perbuatan tersangka adalah Hakim. 
Kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai 
dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggung 
jawabkannya si pembuat adalah deskriptif normatif. Deskriptif karena 
keadaan jiwa digambarkan apa adanya oleh psikiater, dan normatif 
karena hakimlah yang menilai, bardasarkan hasil pemeriksaan, 
sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mampunyai 
tersangka untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. 
Maka kesimpulannya meskipun orang telah melakukan tindak 
pidana, tetapi menurut bunyi buku ke II KUHP tersebut masih harus 
ditentukan bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat 
dipidana. Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat 
dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Dapat diartikan salah 
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apabila tindak pidana tersebut dalam hal apa dilakukan ternyata 
perbuatan itu dipengaruhi oleh ikhwal pada diri pelaku, artinya 
meskipun ia sudah melanggar larangan suatu aturan hukum 
pengenaan pidana dapat dihapuskan apabila perbuatan itu diatur 
dalam pasal; Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49 ayat 1 dan 2, 
Pasal 50, Pasal 51 KUHP. 
Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya 
dalam buku II adalah mengandung maksud agar diketahui dengan 
jelas bentuk perbuatan tindak pidana apa yang dilarang. Untuk 
menentukan rumusan tersebut perlu menentukan unsur-unsur atau 
syarat yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu, misalnya: 
Tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP. 
Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP 
yang berbunyi; 
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya 
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda 
paling banyak enam puluh rupiah”  
Unsur-unsur Pasal 362 KUHP sebagai berikut: 
a) Barang siapa, 
b) Mengambil barang sesuatu, 
c) Barang kepunyaan orang lain, 
d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 
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Untuk diketahui bahwa Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur 
seperti tersebut diatas, tanpa menitik beratkan pada satu unsur. Tiap-
tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas 
suatu perbuatan. 
a) Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah 
“orang” subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan 
hukum; 
b) Mengambil barang sesuatu; dengan sengaja mengambil 
untuk memiliki atau diperjual belikan; 
c) Barang kepunyaan orang lain; mengambil barang yang 
telah menjadi hak orang lain; 
d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; 
mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak 
barang tersebut. 
Apabila rumusan Pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan 
unsurunsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan 
kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Untuk itu dalam 
menentukan tindak pidana yang digunakan, selain unsur-unsur tindak 
pidana yang dilarang juga ditentuka kualifikasi hakikat dari tindak 
pidana tersebut. Misalnya seorang pencuri tidak segera menjual hasil 
curian, tetapi menunggu waktu dengan hasrat mendapat untung. 
Rumusan tersebut memenuhi unsur penadahan seperti yang diatur 
dalam Pasal 480 KUHP namun karena kualifikasi kejahatan sebagai 
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pencuri maka ia tetap malanggar Pasal 362 KUHP bukan sebagai 
penadah. Pompe (Sudarto, 1990: 44) dengan tegas berpendapat; 
“Seorang pencuri yang tidak segera menjual hasil curiannya dengan 
hasrat mendapat untung, maka perbuatan tersebut tidak dapat 
dikatakan penadah, sebab perbuatan itu tidak dapat dimasukkan 
kualifikasi penadah”. Sehingga didalam pemberian pidana yang 
diperbuat pidananya haruslah dengan melihat beberapa hal yang 
dapat dijadikan pertimbangan penjatuhan pidananya yang mana 
dimulai dari pembuktian, sistem pembuktian, jenis pidana dan tujuan 
pemidanaan serta kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. 
Kesemuannya yang diuraikan di atas saling terkait dan merupakan 
suatu sistem dalam proses untuk tercapainya rasa keadilan dan 
kepastian hukum, di dalam wilayah Hukum Negara Indonesia. Dapat 
diterapkannya pemberatan pidana sebagaimana yang telah ditentukan 
di dalam KUHP, maka diperlukan hal-hal tersebut di atas guna 
menentukan pasal-pasal mana yang seharusnya diterapkan. 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian 
Jenis – jenis tindak pidana pencurian terbagi menjadi lima yaitu: 
a. Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok 
Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di 




“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang 
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, 
dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara 
melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya 
melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-
lamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam 
puluh rupiah”. 
 
Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, 
bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang 
dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam 
dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang 
diartikan “mengambil”. 
P.A.F. Lamintang menerjemahkan perkataan “zich 
toeeigenen” dengan “menguasai”, oleh karena didalam 
pembahasan selanjutnya pembaca akan dapat memahami, 
bahwa “zich toeeigenen” itu mempunyai pengertian yang sangat 
berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai 
sekarang banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang Hukum 
Pidana yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 
meskipun benar bahwa perbuatan “memiliki” itu sendiri 
termasuk di dalam pengertian “zich toeeigenen” seperti yang 
dimaksudkan di dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum 






b. Tindak Pidana Pencurian dengan Unsur–Unsur yang 
Memberatkan 
Tindak pidana pencurian dengan unsur–unsur yang 
memberatkan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering 
disebut gequalificeerde distal atau pencurian dengan kualifikasi 
oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 363 
KUHPidana yang berbunyi: 
(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh 
tahun: 
1. pencurian ternak 
2. pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi 
kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi 
atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal 
karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, 
pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang. 
3. pencurian pada malam hari dalam suatu tempat 
kediaman atau di atas sebuah pekarangan 
tertutupyang di atasnya terdapat sebuah tempat 
kediaman, yang dilakukan olehseseorang yang 
berada di sanatanpa sepengetahuan atau 
bertentangan dengan keinginan orang berhak. 
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama-sama. 
5. pencurian dimana orang yang bersalah dalam 
mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan 
atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya 
telah melakukan pembongkaran, perusakan atau 
pemanjatan atau memakai kunci-palsu, suatu 
perintah palsu atau seragam palsu. 
(2) Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai 
dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan 
dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara 
selama-lamanya sembilan tahun. 
 
Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana 
pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 
363 KUHP di atas mempunyai arti sama dengan kata pencurian 
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sebagai pencurian dalam bentuk pokok dan dengan demikian 
juga mempunyai unsur-unsur yang sama. 
c. Tindak Pidana Pencurian Ringan 
Yang oleh undang-undang telah diberikan kualifikasi 
sebagai pencurian ringan atau lichte diefstal, oleh pembentuk 
undang-undang telah diatue dalam Pasal 364 KUHPidana yang 
berbunyi: 
“Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 dan 
Pasal 363 angka 4, demikian halnhya yang dirumuskan 
dalam Pasal 363 angka 5, jika tidak dilakukan di dalam 
tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan 
tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat 
kediaman, jika nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih 
dari dua ratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian 
ringan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 
tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 
sembilan ratus rupiah.” 
 
Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak 
lebih dari dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 
1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima 
puluh rupiah. 
d. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan 
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh 
pembentuk undang-undang telah diatur dalam pasal 365 
KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut: 
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(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 
sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai 
atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman 
kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan 
dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk 
memudahkan pencurian tersebut, atau untuk 
memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta 
dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui 
pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin 
penguasaan atas benda yang telah dicuri. 
(2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas 
tahun: 
1. jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di 
dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah 
pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat 
sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, 
atau di atas kereta api atau trem yang bergerak. 
2. jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau 
lebih secara bersama-sama. 
3. jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat 
kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan 
pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai 
kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu 
seragam palsu. 
4. jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat 
pada tubuh. 
(3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas 
tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan 
matinya orang. 
(4) Dijatuhkan pidana atau pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua 
puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka 
berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan 
oleh dua orang atau lebih secara bersama dan disertai 
dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam 
angka 1 dan angka 3. 
 
Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 
KUHPidana juga merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu 
pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu 
pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. 
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Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 
KUHPidana sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan 
dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan 
kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun 
bukan merupakan suatu samenloop dari kejahatan pencurian 
dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang. 
e. Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga 
Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 
367 KUHPidana yang berbunyi: 
(1) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan 
salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam 
Bab ini ialah seseorang suami atau istri yang tidak 
bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai 
harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa 
kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat 
dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau 
orang yang melakukan kejahatan tersebut, 
(2) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang 
bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai 
harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah 
atau karena perkawinan baik dalam garis lurus 
maupun dalam garis menyamping sampai derajat 
kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah 
dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya 
dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap 
mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan 
kejahatan. 
 
(3) Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, 
kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain 
daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat 






Lembaga-lembaga scheiding van tafel en bed atau 
bercerai meja makan da tempat tidur dan scheiding van 
geoderen atau bercerai harta kekayaan merupakan lembaga-
lembaga yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek, dan dengan 
sendirinya juga hanya berlaku bagi mereka yang menundukkan 
diri pada Burgerlijk Wetboek tersebut. 
Bagi mayoritas warga negara Indonesia yang menganut 
Agama Islam dan menikah menurut Hukum Islam hanya dikenal 
lembaga talak, sehingga untuk memberlakukan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 KUHPidana bagi 
mereka, kata-kata bercerai meja makan dan tempat tidur dan 
bercerai harta kekayaan itu harus dibaca sebagai bercerai 
dalam pengertian talak tanpa perlu memperhatikan apakah 
talak tersebut merupakan talak pertama, talak kedua, atau talak 
ketiga. 
Bagi sebagian lagi penduduk Indonesia yang biasa 
melangsungkan perkawinan mereka menurut adat mereka, 
yang disebut perkawinan itu menurut hukum yang berlaku 
hanya merupakan lembaga hidup bersama tanpa nikah, 
sehingga ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 
KUHPidana tidak berlaku bagi mereka, yakni karena lembaga 
hidup bersama tanpa nikah itu tidak dikenal lembaga cerai 
melainkan hanya berpisah. 
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3. Pemidanaan Pada Tindak Pidana Pencurian 
Secara garis besar pemberian wewenang yang diberikan oleh 
undang-undang kepada hakim terhadap dakwaan yang diberikan 
meliputi: 
a) Putusan hakim (pemidanaan, pembebasan dan pelepasan); 
b) Penindakan; 
c) Pemberian kebijakan. 
Selain dakwaan yang diberikan juga meliputi unsur-unsur yang ada 
pada pasal-pasal KUHP, hakim juga harus memiliki pemenuhan pada 
Pasal 183, 184 KUHAP dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 
tentang Kekuasaan Kehakiman,. Menurut keputusan seminar hukum 
nasional ke-1 tahun 1983, yang dimaksud dengan hukum acara 
pidana adalah norma hukum yang berwujud wewenang yang diberikan 
kepada negera untuk bertindak apabila ada persangkaan bahwa 
hukum pidana dilanggar (Prasetyo, 2002: 2). Atas dasar hal-hal 
tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa fungsi hukum acara pidana 
mempunyai tiga tugas pokok, yaitu: 
a) Mencari dan mendapat kebenaran material; 
b) Memberikan suatu putusan hakim; 
c) Melaksanakan putusan hakim. 
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Tekanan dalam tiga tugas pokok tersebut harus diletakkan pada fungsi 
mencari kebenaran material sebab kebenaran yang harus menjadi 
dasar dari pada keputusan hakim pidana. 
Menurut KUHP, peristiwa pidana dibedakan menjadi dua jenis 
yaitu “misdrijf“ (kejahatan) dan “overtrading” (pelanggaran). KUHP 
tidak memberikan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan 
pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat 
dalam buku II adalah kejahatan sedang semua yang terdapat dalam 
buku III adalah pelanggaran. Kejahatan pada umumnya diancam 
dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran, selain itu 
terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I yang 
membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. 
Pencurian pada umumnya merupakan tindakan yang pada 
KUHP terdapat pada buku II (kejahatan), namun pencurian juga dapat 
dikatergorikan pada delik materil apabila pencurian tersebut disertai 
pembunuhan, penganiayaan atau hal-hal yang menitik beratkan pada 
akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-
undang. 
Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, dan 
kata pidana itu sendiri berarti hal “dipidanakan”, yang oleh instansi 
yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang terdakwa sebagai hal 
yang tidak enak dirasakannya (Wirdjono Prodjodikoro, 1: 1989). 
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D. Pengertian Kendaraan Bermotor 
 Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh 
peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk 
transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan 
mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan 
atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh 
tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar 
minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan 
biasanya berjalan di atas jalanan. 
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992, yang 
dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan 
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi 
tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang 
bersangkutan.Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan 
ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk 
dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau 
kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor 
sebagai penariknya. 
 Jenis Kendaraan bermotor menurut Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan 
Pengemudi tanggal 14 Juli 1993 yang merupakan turunan dari 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan :  
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a. sepeda motor; 
b. mobil penumpang (termasuk juga dari jenis Mobil Keluarga 
Ideal terbaik Indonesia);  
c. mobil bus;  
d. mobil barang;  
e. kendaraan khusus. 
 
E. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan 
Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan 
oleh para kriminolog. Dalam perkembangannya tentang kejahatan 
atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai 
pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. 
Berikut ini teori penyebab kejahatan (A. S. Alam, 2010 : 67-75): 
1. Perspektif Sosiologis 
 Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha 
mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam 
lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori 
umum yaitu : strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan 
social control. Perspektif strain dan penyimpangan budaya 
memusatkan perhatianya pada kekuatan-kekuatan sosial (social 
forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. 
Sebaliknya pada teori kontrol sosial mempuyai pendekatan berbeda. 
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Teori ini berdasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan 
kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai 
konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban 
mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu teori ini 
mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial 
membuat aturan yang efektif. Teori strain dan penyimpangan budaya 
keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal 
berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para 
penganut teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat 
mengikuti satu set nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas 
menengah. Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi, 
karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana 
yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustasi dan 
beralih menggunakan sarana yang tidak sah. Pada teori 
penyimpangan budaya menyatakan bahwa orang-orang dari kelas 
bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung 
konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah. Sebagai 
konsekuensinya manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem 
nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma 
konvensional. Sudah umum diterima bahwa objek kriminologi adalah 
norma-norma kelakuan (tingkah laku) yang tidak disukai oleh 
kelompok-kelompok masyarakat, tetapi kejahatan (crime) sebagai 
salah satu dari padanya masih merupakan bagian yang terpenting. 
37 
 
Dari sudut pandang sosiologi maka dapatlah dikatakan bahwa 
kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal 
timbulnya Disorganisasi sosial,karena penjahat-penjahat itu 
sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-
dasar dari pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum. 
Beberapa kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis, ketamakan dari 
pelaku kejahatan, sama sekali tidak mempedulikan keselamatan, 
kesejahteraan ataupun barang milik orang lain.  
 Pelaku kejahatan yang lebih besar lagi dan lebih berkuasa 
umumnya bersatu dan bergabung dengan pegawai-pegawai 
pemerintah yang korup dan dengan demikian mencoba untuk 
mencapai tujuan-tujuan mereka dengan melalui saluran pemerintahan.   
 Sosiologi modern sangat menekankan pada mempelajari 
struktur dan jalanya masyarakat sekarang ini. Bila dilihat dari sosiologi 
maka kejahatan adalah salah satu masalah yang paling gawat dari 
disorganisasi sosial. Karena pelaku kejahatan bergerak dalam 
aktivitas-aktivitas yang membahayakan bagi dasar-dasar 
pemerintahan, hukum, Undang-Undang, Ketertiban dan Kesejahteraan 
sosial. dan oleh karena itulah kejahatan merupakan salah satu bagian 
dari disorganisasi sosial yang perlu diperhatikan. Dalam culture conflict 
theory Thomas Sellin menyatakan bahwa setiap kelompok memiliki 
conduct morm-nya sediri dan dari conduct norms dari satu kelompok 
mungkin bertentangan dengan conduct norms kelompok lain. Seorang 
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individu yang mengikuti norma kelompoknya mugkin saja dipandang 
telah melakukan suatu kejahatan apabila norma-norma kelokpoknya 
itu bertentangan dengan norma-norma dari masyarakat dominan. 
Menurut penjelasan ini perbedaan utama antara seorang kriminal 
dengan seorang non kriminal adalah bahwa masig-masing menganut 
conduct norms yang berbeda. Sebaliknya dalam teori kontrol sosial 
memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang 
mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada 
penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. 
2. Perspektif Biologis 
 Cesare Lombrosso seorang berkebangsaan Italia yang sering 
dianggap sebagai “the father of modern criminology” ia menjelaskan 
kejahatan dari mashab klasik menuju mashab positif. Perbedaan 
signifikan antara mashab klasik dan mashab positif adalah bahwa 
yang terakhir tadi mencari fakta empiris untuk mengkonfirmasi 
gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor, dimana 
para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari 
kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidak matangan emosi, 
sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan 
dengan ibu dll. Sementara dari tokoh biologis mengukuti tradisi 




Berdasarkan penelitiannya ini, Lombrosso mengklasifikasikan 
penjahat kedalam 4 golongan, yaitu : 
a. Born criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme 
tersebut  di atas. 
b. Insane criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari 
beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu 
kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan 
salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid. 
c. Occasional criminal, atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan 
berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga 
mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan 
(habitual criminals). 
d. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan 
tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan. 
Meskipun teori Lombrosso dianggap sederhana dan naïf untuk 
saat ini. 
 
3. Perspektif Psikologis 
 Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan 
delinquent dan perilaku criminal dengan suatu “conscience” (hati 
nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan 
bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol 
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dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi 
segera. 
 Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari psychoanalysis, 
berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “an overactive 
conscience” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak 
tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap 
dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka 
berada. 
 Pendekatan psychoanalytic masih tetap menonjol dalam 
menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial. Meski dikritik, tiga 
prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari 
kejahatan yaitu : 
a. tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami 
dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak 
mereka. 
b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, 
dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti 
kejahatan. 






4. Perspektif Lain 
a. Teori Labeling 
Para penganut labeling theory memandang para kriminal bukan 
sebagai orang yang bersifat jahat (evil) yang terlibat dalam 
perbuatan-perbuatan bersifat salah terhadap mereka adalah 
individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai 
pemberian sistem peradilan pidana maupun secara luas. 
Dipandang dari perspektif ini, perbuatan  kriminal tidak 
sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnyalah yang 
signifikan. Jadi, penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam 
suatu proses definisi sosial dimana tanggapan dari pihak lain 
terhadap tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci 
terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pandangan individu 
pada diri mereka sendiri. 
Tokoh-tokoh yang menganut teori labeling antara lain : 
1) Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada 
mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-
kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep 
tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi 
tertentu. 
2) Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat   
dibedakan dalam dua bagian, yaitu: 
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 persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang 
memperoleh cap atau label; 
 efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku  
berikutnya 
3) Scharg menyimpulkan asumsi dasar teori labeling  sebagai 
berikut: 
 tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya 
bersifat kriminal 
 rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat 
dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang 
memiliki kekuasaan 
 seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar 
undang-undang melainkan karena ia ditetapkan oleh 
penguasa 
 sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang 
dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa 
mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian 
kelompok kriminal dan non kriminal 




 penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem 
peradilan pidana adalah fingsi dari pelaku sebagai lawan 
dari karakteristik pelanggarannya 
 usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan 
karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan 
perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem 
peradilan pidana 
 sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif 
kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan 
penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai 
penjahat 
 labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan 
identifikasi dengan citra sebagai deviant dan 
menghasilkan rejection of the rejector 
5. Lemert telah memperkenalkan suatu pendekatan yang 
berbeda dalam menganalisis kejahatan sebagaimana 
tampak dalam pernyataan di bawah ini: 
“This is large turn away from the older sociology which 
tended to rest heavily upon the idea that deviance 
leads to social control. I have come to believe that the 
reserve idea. i.e. social control leads to deviance, 
equally tenable and the potentially richer premise for 




6. Frank Tannenbaum memandang proses kriminalisasi 
sebagai proses memberikan label, menentukan, mengenal, 
memencilkan, menguraikan, menekankan / menitikberatkan, 
membuat sadar atau sadar sendiri. Kemudian menjadi cara 
untuk menetapkan ciri-ciri khas sebagai penjahat (A. S. 
Alam, 2010 : 67-70). 
 
b. Teori Konflik 
Teori konflik lebih mempertanyakan proses perbuatan 
hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita 
perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang 
kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus 
masyarakat (communal consensus). 
Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada 
umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, 
dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai 
sosial yang disepakati tersebut. Model konsensus ini melihat 
masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum 
diciptakan “for the general good” (untuk kebaikan umum). Fungsi 
hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak 
kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota 
masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin. 
Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya 
proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga 
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tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (power) 
untuk membuat dan menegakkan hukum. Para penganut teori 
konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya 
hukum pidana dan penegakannya. 
c. Teori Radikal 
Dalam buku The New Criminology, para kriminolog Marxis 
dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young 
menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari 
masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para 
penegaknya, sementara “pemilik buruh itu sendiri” hanya terikat 
oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. 
Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik; 
pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi 
sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme 
dimusnahkan maka kejahatan akan hilang. 
Yang termasuk penganut teori radikal: 
Richard Quinney (A. S. Alam, 2010: 74) 
“bahwa kejahatan adalah akibat dari kapitalisme dan 
problem kejahatan hanya dapat dipecahkan melalui 
didirikannya negara sosialis” 
 
     William Chambils (A. S. Alam, 2010: 75) 
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Menurut Chambils ada hubungan antara kapitalisme dan 
kejahatan seperti dapat ditelaah pada beberapa butir di bawah 
ini: 
1.Dengan diindustrialisasikannya masyarakat kapitalis, dan 
celah antara golongan borjuis dan proletariat melebar, hukum 
pidana akan berkembang dengan usaha memaksa golongan 
proletariat untuk tunduk 
2.Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari eksploitasi 
yang mereka alami 
3.Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang 
lebih rendah karena dengan berkurangnya kekuatan 
perjuangan kelas akan mengurangi kekuatan-kekuatan yang 
menjurus kepada fungsi kejahatan 
Melalui pemahaman dari teori-teori di atas, baik refleksi kejahatan 
model konsensus maupun refleksi kejahatan model konflik 
memungkinkan dapat diikutinya pergeseran perspektifnya. 
F. Teori-teori upaya penanggulangan kejahatan 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah 
menanamkan nilai-nial, norma-norma yang baik sehingga 
norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 
Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi 
tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak 
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akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha Pre-Emtif faktor niat 
akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindakan lanjut 
dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang 
ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 
melakukan kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor 
tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang 
ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian 
kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi 
dalam upaya preventif kesempatan dihilangkan. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum 
(law enforcemenet) dengan menjatuhkan hukuman (A. S. 











A. Sifat Penelitian 
 Dalam setiap penelitian pasti menggunakan metode penelitian, 
baik dalam mengumpulkan data maupun dalam menganalisis data 
yang telah ditemukan. Sifat penelitian hukum dapat dibedakan antara 
penelitian murni dan penelitian terapan. Pada penelitian ini, penulis 
memilih penelitian murni karena penelitian ini bertujuan untuk 
membangun pengetahuan. Biasanya, penelitian ini bertujuan untuk 
menemukan hal baru. 
 Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
historis serta pendekatan normatif  yaitu penelitian untuk mengkaji 
kaedah dan asas hukum. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk 
mengkaji mengenai arti dan maksud berbagai kaidah hukum yang 
berlaku mengenai Pencurian Kendaraan Bermotor dalam sistem 
pemidanaan di Indonesia. Pendekatan normatif yaitu, yang berkaitan 
dengan perundang-undangan yang menyangkut tindak pidana 
Pencurian berdasarkan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya 




B. Lokasi Penelitian 
 Penelitian Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang 
Dilakukan Oleh Oknum Mahasiswa menggunakan metode wawancara 
dengan para penegak hukum serta pakar hukum khususnya di bidang 
hukum pidana sehingga lokasi wawancara disesuaikan dengan 
kesepakatan bersama dengan pihak yang terkait. 
 Selain itu, penelitian ini bersifat kepustakaan sehingga lokasi 
penelitian dilakukan di berbagai perpustakaan dan internet. 
Perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan yang ada di 
Makassar, khususnya Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, serta 
perpustakaan pribadi (koleksi buku yang dimiliki penulis). 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebelum 
menganalisis data melalui metode pustaka dan metode wawancara 
secara langsung. Pengumpulan data yang dilakukan dengan metode 
pustaka, yaitu dengan membaca beberapa buku pendukung, serta 
tulisan lain yang ada kaitan dengan penelitian. 
 Metode wawancara diperoleh dari para penegak hukum serta 
pakar hukum khususnya di bidang hukum pidana, kemudian mencatat 
data yang mendukung penelitian ini sesuai dengan permasalahan 
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yang ada. Data yang terkumpul dipilih dan dikelompokan berdasarkan 
permasalahan. Adapun data-data yang dikumpulkan dibagi atas dua, 
yaitu data primer dan data sekunder. 
1. Data Primer 
 Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 
dari penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim), para pakar hukum 
khususnya di bidang hukum pidana, serta Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) yang memiliki keterkaitan. Cara yang ditempuh 
untuk memahami data primer adalah sebagai berikut: 
a. Mencatat wawancara dengan penegak hukum (Polisi, Jaksa, 
dan Hakim), para pakar hukum khususnya di bidang hukum 
pidana, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 
b. Menganalisis hasil wawancara dengan penegak hukum (Polisi, 
Jaksa, dan Hakim), para pakar hukum khususnya di bidang 
hukum pidana, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 
c. Memaparkan dan menjelaskan hasil wawancara dengan 
penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim), para pakar hukum 
khususnya di bidang hukum pidana, serta Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM). 
2. Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang 
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atau bahan banding guna memahami data primer. Data sekunder yang 
penulis gunakan dalam pengkajian ini ditemukan dari berbagai sumber 
antara lain: 
a. Skripsi yang ada hubungannya dengan objek yang dikaji. 
b. Buku-buku, dokumen, karya ilmiah, hasil penelitian, hasil 
seminar atau lokakarya menyangkut tindak pidana 
penggelapan uang serta semua buku atau data tersurat yang 
penulis anggap dapat menunjang dalam proses pengkajian. 
D. Analisis Data 
 Data-data yang berhubungan dengan Pencurian Kendaraan 
Bermotor  dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis dengan 
menggunakan analisis kualitatif, yaitu memaparkan data yang telah 
diperoleh kemudian menyimpulkannya. 
 Perangkat yang dianalisis atau dikaji yakni data yang termasuk 
dalam kelompok data primer maupun sekunder. Analisis data ini 
terfokus pada KUHP pasal 362 s/d 365 menyangkut tindak pidana 
Pencurian atau hukum materiil dan formil lainnya. 
 Pada masyarakat Indonesia terdapat suatu paradigma yang 
menyatakan bahwa hukum menjadi pengarah atau sarana 
pembangunan. Namun, kenyataan menunjukan bahwa hukum 
tertinggal di belakang pembangunan. Untuk menemukan mengapa 
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terjadi kesenjangan serta bagaimana menghilangkan kesenjangan, 
perlu dilakukan penelitian. Jawaban atas penelitian tersebut, ada yang 
bersifat teoritis belaka, yaitu sekedar untuk menemukan atau menguji 
keabsahan konsep-konsep atau teori-teori yang sudah ada. Ada pula 
jawaban yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau dijadikan 
dasar pemecahan masalah nyata atau kongkrit. Misalnya, untuk 
mengetahui secara tepat apakah berbagai perundang-undangan 
masih mampu mendukung pembangunan di Indonesia. 
 Jadi, penulis membandingkan antara das sollen dengan das 
sein untuk mengetahui Untuk mengetahui penyebab terjadinya 
pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh oknum 
Mahasiswa, penanganan serta penegakan hukum terhadap tindak 
















A. Analisa Kriminologis Terhadap Mahasiswa yang Melakukan 
Pencurian Kendaraan Bermotor 
Penulis menemukan bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan 
tahun 2011 telah terjadi tiga kasus yang divonis bersalah oleh 
Pengadilan Negeri Kota Makassar ihwal pencurian kendaraan 
bermotor yang dilakukan oleh mahasiswa. Ketiga kasus tersebut 
ditinjau dari sisi yuridis telah sah dan merupakan perbuatan melawan 
hukum yang membebankan pertanggungjawaban terhadap pelakunya. 
Objek studi ini mengambil bentuk melalui aliran yuridis. Aliran ini 
menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi objek studi 
kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana 
sebagai bersalah melakukan delik oleh karena delik yang 
dilakukannya.   
 
1. Data Kejahatan Delik Pencurian Kendaraan Bermotor 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), ditugaskan 
oleh negara sebagai penyidik tunggal terhadap setiap tindak pidana 
umum. Hal ini dapat dilihat dalam KUHP Pasal 6 ayat (1) sub a bahwa 
penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia. 
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Pencurian kendaraan bermotor sebagai tindak pidana umum 
yang diatur dalam KUHP dan merupakan wewenang kepolisian untuk 
mengadakan penyidikan, sehingga di Kepolisian dapat diketahui 
tentang jumlah kejahatan dalam hal ini kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor yang dilakukan oleh oknum mahasiswa. 
Seperti halnya dengan daerah lain, di Sulawesi Selatan pada 
umumnya dan Kota Makassar pada khususnya, tidak luput pula dari 
gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kejahatan yang 
menjadi problematika sosial khususnya kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor. Hal ini telah membawa dampak negatif dan 
merugikan penduduk atau masyarakat Kota Makassar sendiri. 
Untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan 
kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kota 
Makassar khususnya yang dilakukan oleh oknum mahasiswa, maka di 
bawah ini penulis akan meninjau data mengenai kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor yang terjadi di Kota Makassar secara umum dan 
secara khusus yang melibatkan oknum mahasiswa sebagai pelaku 
kejahatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari tahun 







Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis di kantor 
Polrestabes Kota Makassar, bahwa jumlah kasus kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor yang dilakukan di Kota Makassar dari tahun 2009 
sampai tahun 2011 secara keseluruhan tercatat ada 2348 kasus. Dari 
total kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut, lima diantaranya 
dilakukan oleh orang yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Untuk 
lebih jelasnya penulis memaparkan dalam bentuk tabel di bawah ini: 
Tabel 1 
Data jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang 
dilakukan di Kota Makassar kurun waktu 2009 - 2011 
NO TAHUN LAPORAN SELESAI 
1 2009 785 78 
2 2010 698 122 
3 2011 865 89 
JUMLAH 2348 289 
 
Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa inensitas 
kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor sempat menurun di 
tahun 2010 lalu meningkat di tahun 2011. Pada tahun 2009 tercatat 
laporan yang masuk sebanyak 785 kasus, dan selesai sebanyak 78 
kasus. Pada tahun 2010 tercatat laporan yang masuk sebnayak 698 
kasus, dan yang selesai sebanyak 122 kasus. Pada tahun 2011 
tercatat laporan yang masuk sebanyak 865 kasus dan yang selesai 
sebanyak 89 kasus. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa grafik 
kinerja pihak Kepolisian menurun karena pada tahun 2011 hanya 89 
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Data jumlah kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang 
dilakukan oleh Mahasiswa di Kota Makassar kurun waktu 2009 - 
2011 
NO TAHUN LAPORAN SELESAI 
1 2009 2 2 
2 2010 2 2 
3 2011 3 3 
JUMLAH 6 6 
 
 Berdasarkan data pada tabel 2, dapat disimpulkan bahwa 
kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh 
oknum Mahasiswa tiap tahun semakin meningkat. Pada tahun 2009 
tercatat 2 laporan yang masuk, pada tahun 2010 tercatat 2 laporan 
yang masuk dan pada tahun 2011 tercatat ada 3 laporan yang 
masuk. Secara keseluruhan kasus pencurian kendaraan bermotor 
yang dilakukan oleh oknum mahasiswa telah diselesaikan oleh 
pihak Kepolisian Kota Makassar. 
 
2. Alur Kriminologi 
Pada kasus pertama dan kedua, pelaku A mengatakan bahwa 
ia melakukan pencurian kendaraan bermotor dilandasi oleh dorongan 
kawannya. Pelaku A mengatakan bahwa kawannya yang bernama B 
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memiliki utang terhadap tantenya yang sudah lama belum dibayar oleh 
si B. Ketika A meminta kepada B untuk segera membayar utang 
kepada tantenya karena sudah ditagih, si B belum mempunyai uang 
untuk membayarnya. Akhirnya, si B mengusulkan agar si A 
membantunya untuk mencuri kendaraan motor di daerah Antang 
dengan niat bahwa uang hasil dari pencurian kendaraan motor itu 
akan digunakan untuk melunasi utangnya kepada tante pelaku A. 
Pada awalnya pelaku A menolak ajakan pelaku B, namun pelaku B 
mengancam bahwa apabila pelaku A tidak membantunya maka pelaku 
B tidak akan membayar utangnya. Akhirnya pelaku A dengan didorong 
oleh rasa kewajiban untuk mengembalikan uang tantenya yang 
dipinjam oleh B dan rasa setia kawan terhadap pelaku B yang 
merupakan sahabat karibnya di kampus, ia pun menyetujui usulan 
pelaku B. Kemudian mereka bersama-sama dengan dibantu oleh 
seorang pelaku lainnya pergi mencuri motor di daerah Antang. 
Dari posisi kasus di atas terlihat bahwa motif pelaku A untuk 
mencuri motor ada dua, yaitu:  
 keinginan untuk segera menyelesaikan masalah utang-
piutang pelaku B dengan tantenya yang telah lama 
menunggak karena tante pelaku A membebaninya tanggung 
jawab untuk menagih utang kepada pelaku B; dan 
 rasa persahabatan yang erat dengan pelaku B. 
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Sedangkan motif pelaku B hanya dilandasi keinginan untuk 
segera menyelesaikan masalah utang-piutang pelaku B dengan 
tantenya yang telah lama menunggak karena tante pelaku A 
membebaninya tanggung jawab untuk menagih utang kepada pelaku 
B. 
Di atas penulis telah memaparkan motif dari pelaku A dan B. 
Sekarang penulis akan memaparkan motif dari pelaku C. Pada kasus 
pelaku C, motif lebih didasari oleh pertimbangan kebutuhan biologis 
dan psikis. Pelaku C, melalui wawancara dengan penulis dan juga 
dengan membaca Berita Acara Perkara (BAP) di lampiran putusannya, 
menyatakan bahwa ia terpaksa mencuri motor demi memperoleh 
uang. Pada titik ini, pelaku A, B, dan C memiliki kesamaan. Namun, 
mulai dari titik itulah pelaku A dan B berpisah dipersimpangan jalan 
dengan pelaku C. Dengan kata lain, tujuan pertengahan ketiga pelaku 
tersebut adalah untuk memperoleh uang dari hasil penjualan motor 
curian. Kemudian yang membedakan antara pelaku A, B dengan C 
adalah maksud dari penggunaan uang tersebut. Pelaku A dan B 
bermaksud menggunakan uang tersebut untuk membayar utang 
sedangkan pelaku C bermaksud menggunakan uang hasil penjualan 
motor curian untuk membeli sabu-sabu (sejenis narkotika). Pelaku A 
dan B melakukan pelanggaran hukum demi memenuhi kewajiban 
hukum sedangkan pelaku C melakukan pelanggaran hukum demi 
melakukan pelanggaran hukum lainnya. 
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3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian 
Kendaraan Bermotor yang Dilakukan oleh Mahasiswa di Kota 
Makassar  
Pada pembahasan sebelumnya, telah penulis paparkan 
berbagai motif masing-masing pelaku yang menjadi subjek penelitian 
dalam karya ilmiah ini. Sedangkan pada bab ini akan penulis paparkan 
analisis terhadap motif-motif tersebut. Penulis menemukan ada enam 
faktor yang berpengaruh, yang masing-masing faktor jika ditinjau dari 
sudut pandang pengaruhnya dapat berlaku sebagai sebab umum atau 
khusus dan jika ditinjau dari sudut pandang keharusannya dapat 
menjadi sebab tunggal maupun sebagai sebab penunjang. Sebab-
sebab tersebut antara lain: 
a. Faktor ekonomis atau finansial; 
b. Faktor kelemahan penalaran atau berpikir; 
c. Faktor kelemahan keyakinan ideologis; 
d. Faktor kecanduan narkotika; 
e. Faktor keluarga; 
f. Faktor pergaulan. 
 
a. Faktor Ekonomis atau Finansial 
Menurut penulis, faktor ekonomis merupakan unsur terpenting 
dan berlaku umum pada hampir setiap kasus pencurian, sehingga 
faktor ini tidak terlalu terikat terhadap pelaku, waktu, dan tempat 
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tertentu. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaku A dan B 
melakukan kejahatan karena ingin melunasi hutang kepada tante 
pelaku A sendiri.  
 
b. Faktor Kelemahan Nalar 
Sebab kedua adalah kapasitas intelektual dalam berpikir 
praksis. Maksudnya bahwa konflik batin yang terjadi pada diri pelaku A 
dimana dia dihadapkan pada pilihan antara dua perbuatan yang 
masing-masingnya memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Pilihan 
pertama adalah membantu dan mengembirakan tante dan teman 
dengan konsekuensi bahwa ia harus melakukan kejahatan; sedangkan 
pilihan kedua adalah menghindari kejahatan dengan konsekuensi 
mengorbankan tali ikatan persahabatan dan kekeluargaan dengan 
tante dan teman. Kedua-duanya menyebabkan konflik batin yang 
menuntut pelaku A agar menentukan pilihan berkenaan dengan apa 
yang harus dilakukan dalam menghadapi problem yang diterimanya. 
Karena kekurangan dalam berpikir praktis dan rendahnya 
pengetahuan etika, maka pelaku A tidak mampu untuk mencari jalan 
lain diantara kedua pilihan yang diajukan kepadanya. Bahkan, pelaku 
A sendiri memilih pilihan yang salah diantara kedua pilihan tersebut. 
Jelaslah bahwa pilihan dan kehendak pelaku A sama sekali 
bertentangan dengan kaidah dan logika serta penalaran rasional sama 
sekali tidak membenarkan apa yang ia lakukan. Sebenarnya, bisa saja 
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ia mengajukan jalan keluar lain yakni berusaha meminjam uang 
kepada orang tuanya yang menetap di kabupaten Jeneponto. Ada 
kemungkinan besar kedua orang tuanya akan membantunya, misalnya 
dengan menjadi pihak ketiga yang menjadi penanggung utang. 
Mengapa penulis katakan ada kemungkinan besar? hal ini karena 
orang tua pelaku A telah mengganti semua kerugian korban pelaku 
pencurian motor yang dilakukan oleh anaknya. Logikanya, untuk 
membayar kerugian korban saja orangtua pelaku A mau dan mampu, 
apalagi hanya untuk membayar utang. Meskipun penalaran argumen 
penulis tampak cacat, akan tetapi setidaknya mampu untuk 
memberikan petunjuk terhadap apa yang akan dilakukan oleh orang 
tua pelaku A apabila melakukan pilihan yang penulis ajukan. 
Dalam lingkungan pendidikan atau sekolah seseorang 
mempelajari sesuatu yang baru yang belum dipelajari di dalam 
keluarga. Lingkungan sekolah, sosialisasi tentang ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta nilai-nilai kebudayaan yang 
dipandang luhur akan dipertahankan kelangsungannya dalam 
masyarakat melalui pewarisan (transformasi) budaya dari generasi 
ke generasi selanjutnya. Salah dalam mendidik atau kurang 
tanggap dalam memberikan materi ilmu, akibatnya bisa fatal.  
Pelaku A (wawancara tanggal 9 April 2012) mengatakan 
bahwa prestasinya di bidang pendidikan biasa-biasa saja, tidak ada 
hal-hal yang menarik dan patut untuk dibanggakan. Selama 
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menjalani masa sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai duduk di 
bangku kuliah, pelaku A mengatakan bahwa dia agak kesulitan 
dalam menyerap dan mencerna pelajaran. Pelaku A juga 
mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu menyukai pengetahuan-
pengetahuan teoretis, rasional dan sejarah. Menurut pelaku A, 
bahwa dia hanya menyukai ilmu-ilmu di bidang teknik seperti 
mesin.  
Pelaku B (wawancara tanggal 13 April 2012) mengatakan 
bahwa tidak pernah sekalipun dirinya pernah mengecam prestasi 
akademis yang membanggakan. Yang dimaksud oleh peLelaku B 
dengan prestasi akademis yang membanggakan adalah ranking 
yang berada dalam wilayah tiga besar di kelas. Prestasi akademis 
yang diperoleh oleh pelaku B hanyalah meraih peringkat II pada 
kompetisi bola basket se-kota Bone.  
Pada pelaku C prestasi pendidikannya tidak jauh berbeda 
dengan kedua pelaku sebelumnya. Pelaku C mengatakan 
(wawancara tanggal 7 April 2012) bahwa dirinya kurang menyukai 
pelajaran-pelajaran sekolah dan universitas. Dirinya mengakui 
lebih tertarik dengan dunia musik daripada bersekolah atau kuliah. 
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dirinya terpaksa kuliah di 
fakultas teknik sipil hanya karena kemauan orang tuanya, bukan 
atas dasar pilihannya sendiri. Selama berada di bangku kuliah, 
pelaku C mengatakan bahwa ia tak pernah sekalipun mengikuti 
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kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan kecuali mengikuti 
pengkaderan mahasiswa (Ospek) yang memang diwajibkan bagi 
setiap mahasiswa baru. 
Dari pernyataan ketiga pelaku di atas dapat dilihat bahwa 
prestasi pendidikan yang telah mereka raih sama sekali nol atau 
kosong dan jauh dari harapan yang membanggakan. Kemudian 
ditambah dengan ketidakaktifan dalam organisasi-organisasi 
maupun gerakan-gerakan kemahasiswaan membuat kehidupan 
mereka cenderung apatis dan terlempar dari dunia kemahasiswaan 
yang riil. Padahal, perbandingan antara ilmu yang diperoleh dalam 
organisasi-organisasi kemahasiswaan bisa jadi lebih besar atau 
setidaknya setara dengan yang diperoleh di dalam kelas 
perkuliahan. Yang kedua, keaktifan dalam hal-hal seperti itu dapat 
mengarahkan perhatian ke arah hal-hal yang positif dan 
membentuk kerangka berpikir (epistemology) yang lebih rasional, 
dewasa, bijak dan arif sehingga sisa-sisa cara berpikir kekanak-
kanakan yang masih tinggal dalam perjalanan ke dalam fase 
dewasa dapat diberantas. Inilah pemaparan dari faktor sosiologi di 
bidang pendidikan yang penulis peroleh selama melangsungkan 






c. Faktor Kelemahan Keyakinan Ideologis 
Sebab ketiga adalah lemahnya iman. Para psikolog muslim 
telah membagi daya dan fakultas batin manusia dimana salah satu 
diantaranya disebut dengan ruhiyah. Secara etimologi, ruh atau 
ruhiyah berakar kata yang sama, yakni rawaha. Namun dalam 
kontekstual penggunaan keduanya memiliki makna yang berbeda. 
Ruh adalah nyawa sedangkan ruhiyah adalah sifat yang bersifat spirit, 
semangat dan belum tentu asalnya ruh atau nyawa (Yadi Purwanto, 
2007: 73). Perasaan manusia akan keagungan terhadap kekuasaan 
dan terhadap pengetahuan adanya Pencipta telah mengakar kuat 
dalam jiwanya dan telah dibuktikan oleh para psikologi filosofis dan 
sejarah dari umat manusia itu sendiri. Perasaan dan kesadaran inilah 
yang disebut dengan ruhiyah atau biasa disebut dengan fitrah 
kemanusiaan. (Ibid, 2007: 79). Penulis tidak akan membuktikan 
kebenaran gagasan ruhiyah ini karena memang bukan pada 
tempatnya, oleh karena itu silahkan merujuk kepada buku-buku para 
psikolog muslim yang membahas tema-tema ini. Penulis pada 
kesempatan ini hanya akan menggunakan gagasan tersebut sebagai 
landasan teoritis dalam menganalisa sebab-sebab terjadinya 
kejahatan (kriminologi). 
Walhasil, aspek fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia 
secara potensial akan tumbuh berkembang (mengaktual) sejalan 
dengan kesempurnaan akal dan kesucian pribadi individu. Semakin 
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baik akhlak seseorang, semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka 
jiwa ruhiyah akan menjadi semakin kuat. Kebalikan dari itu adalah jiwa 
rendah yang menurut para psikolog muslim senantiasa mengajak 
manusia untuk memuaskan nafsu-nafsu kebinatangannya (mirip 
dengan konsep “superego” dalam teori kriminologi Sigmund Freud). 
Semakin manusia menuruti dan memanjakan hawa nafsunya, maka 
semakin jauh dirinya terhijab dari manifestasi-manifestasi Ilahi. 
Implikasinya adalah semakin rendahnya iman. Jiwa ruhiyah 
mengantarkan manusia terhadap asal-usul keberadaannya yang sejati 
sehingga pada derajat-derajat tertentu akan tersingkap dan 
tersaksikan baginya berbagai manifestasi Zat Suci Ilahi, Nama-Nama, 
Sifat-Sifat dan Perbuatan-Nya. Penyingkapan dan penyaksian inilah 
yang menjadi aspek penguat iman seseorang. Semakin banyak ia 
menyingkap dan menyaksikan manifestasi alam riil secara batin serta 
pengoyakan hijab-hijab gaib, maka semakin sempurnalah wujudnya. 
Semakin banyak manusia berpaling terhadap hal-hal keduniawian, 
semakin rendah tingkatan wujudnya dalam tataran hierarki wujud. 
Telah penulis paparkan sebab-sebab psikologis yang membuat 
pelaku A melakukan perbuatan pencurian kendaraan bermotor. 
Sebab-sebab yang mendera pelaku B juga sama dengan pelaku A. 
Mengingat kasus mereka adalah melakukan delik pencurian 
kendaraan bermotor yang dilakukan secara bersama-sama. Oleh 
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karena itu, penulis akan langsung membahas sebab-sebab 
kriminologis melalui aspek pendekatan psikologis terhadap pelaku C. 
d. Faktor Kecanduan Narkotika 
Telah penulis kemukakan pada bab motif-motif pelaku, dimana 
motif yang melatarbelakangi pelaku C untuk melakukan delik 
pencurian kendaraan bermotor adalah untuk memperoleh uang agar 
dapat membeli narkotika. 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang 
dimaksud dengan psikotropika adalah: 
“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 
golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-
Undang ini.” 
 
Zat yang termasuk ke dalam jenis narkotika termasuk jenis 
shabu-shabu yang digunakan oleh pelaku C dimana menurut lampiran 
undang-undang narkotika tergolong ke dalam golongan I. Apabila 
narkotika digunakan secara terus-menerus atau melebihi takaran yang 
telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan 
inilah yang mengakibatkan gangguan fisik dan psikkologis karena 
terjadinya kerusakan pada sistem saraf pusat (SSP) dan organ-organ 
tubuh, seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal (Hendra Akhdiat dan 
Rosleny Marliani, 2011: 54). 
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Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang 
bergantung pada jenis nerkotika yang dipakai, kepribadian pemakai, 
dan situasi dan kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan 
narkotika dapat terlihat dari aspek psikis, yaitu sebagai berikut: 
 lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah; 
 hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal dan penuh 
curiga; 
 agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal; 
 sulit berkonsentrasi, perasaan kesal, dan tertekan; 
 cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, dan bahkan 
bunuh diri (Ibid, 2011: 55). 
Dari data ilmiah di atas maka dapat dilihat bahwa faktor 
psikologis pelaku C dalam melakukan delik pencurian kendaraan 
bermotor lebih serius dan lebih kompleks dibandingkan dua pelaku 
sebelumnya, yakni pelaku A dan B. Faktor psikologis pelaku A dan B 
lebih mudah untuk diperbaiki dengan proses bimbingan sedangkan 
pada pelaku C diperlukan terapi khusus dalam memperbaiki kondisi 
kejiwaannya kembali ke dalam keadaan normal sesuai standar 
kejiwaan normal yang telah ditetapkan atau menurut kesepakatan oleh 
para ahli psikologi. 
Menurut pelaku C (wawancara pada tanggal 7 April 2012) 
bahwa dirinya selalu merasa gelisah dan tidak dapat berkonsentrasi 
dengan baik ketika tidak mengkonsumsi shabu-shabu. Lebih lanjut 
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lagi, ia mengatakan bahwa dirinya mulai mengenal shabu-shabu sejak 
kelas XII Sekolah Menengah Atas, tetapi nanti setelah mencapai 
semester III di Universitas baru merasakan kecanduan berat dalam 
mengkonsumsi barang tersebut. 
Seperti telah dipaparkan sebelumnya bahwa kecanduan 
terhadap narkotika akan menyebabkan seseorang bertingkah laku 
tidak normal, emosi yang labil serta sentimen yang sensitif.  
 
e. Faktor Keluarga 
Keluarga adalah satu kesatuan kelompok sosial primer yang 
terkecil. Anggotanya terdiri atas orangtua (bapak, ibu) dan anak. 
Dalam keluarga inilah, individu sebagai anggota kelompok pertama 
kali melakukan “hal belajar”. Tugas-tugas tahap perkembangan 
individu dilaksanakan melalui interaksi menuju pembentukan 
kepribadian yang mantap dan mentakan diri sebagai bagian dari 
anggota kelompoknya. Interaksi dalam keluarga berlangsung antar 
individu melalui komunikasi tatap muka. Orang tua yang bertugas 
mendidik dan membina anaknya mempunyai peran penting dalam 
perkembangan seseorang. Pengalaman anggota keluarga dalam 
interaksinya pun ikut menentukan cara-cara bertingkah laku dalam 
interaksi yang dilakukan oleh keluarga. Kalau orangtua kurang atau 
tida pernah melakukan hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan 
anak dan membiarkannya berkembang tanpa pembinaan, akibat yang 
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serius adalah seorang anak akan patologis dengan tindakan-tindakan 
kriminal.  
Pelaku A (wawancara tanggal 9 April 2012) mengatakan 
bahwa orangtuanya menetap di kabupaten Takalar, sedangkan dia 
sendiri tinggal di kota Makassar sementara waktu bersama 
tantenya agar akses menuju kampus lebih efisien. Pelaku A juga 
mengatakan bahwa biasanya dia pulang ke rumah orangtua setiap 
tiga kali seminggu. Pelaku A juga mengatakan bahwa 
hubungannya dengan orangtua dan saudara-saudaranya baik-baik 
saja. Kecuali hubungannya dengan tantenya yang agak renggang 
di mana pelaku A mengatakan bahwa selama tantenya selalu 
menagih-nagih utang pelaku B melaluinya. Pelaku A mengatakan 
bahwa ia senantiasa untuk selalu menghindar dari tantenya karena 
merasa malu dan tidak enak sehingga ia lebih sering 
menghabiskan waktunya di luar bersama temana-teman ketimbang 
di rumah tantenya. Bahkan, ia biasa menginap di rumah kos 
temannya sampai berhari-hari.  
Pelaku B (wawancara tanggal 13 April 2012) juga 
mengatakan bahwa dia orangtuanya menetap di Bone. Labih 
lanjut, B mengatakan bahwa dirinya menyewa kamar kos yang 
digunakan sebagai tempat tinggal selama menjalani masa kuliah di 
Makassar. Ia hanya pulang ke Bone ketika musim transisi semester 
telah tiba atau setiap enam bulan sekali atau biasanya pulang 
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ketika hari raya atau hajatan besar keluarga. Pelaku B juga 
mengatakan bahwa tidak ada masalah berkenaan dengan 
hubungannya dengan keluarga intinya.  
Lain halnya dengan pelaku C (wawancara tanggal 7 April 
2012) yang menyatakan bahwa dirinya bermasalah dengan 
keluarganya.  Pelaku C tinggal di Makassar bersama ayahnya 
sedangkan ibunya tinggal di Bandung. Kedua orangtuanya telah 
bercerai sejak pelaku C duduk di bangku kelas II Sekolah 
Menengah Pertama (SMP). Pelaku C mengatakan bahwa ayahnya 
yang mengasuh, membiayai dan merawatnya sejak perceraian itu. 
Sekarang ayahnya telah menikah dengan perempuan lain dan 
begitu pula ibunya telah dengan laki-laki lain. Pelaku C 
mengatakan bahwa sejak perceraian tersebut hidupnya tidak lagi 
bahagia. Akhirnya, dirinya mulai mengenal dunia malam melalui 
teman pergaulannya seperti tempat hiburan malam. Setiap malam 
minggu dirinya pergi ke tempat hiburan malam untuk berpesta, 
berdansa, bersenang-senang (istilahnya populernya “dugem”). Dari 
sanalah pelaku C mulai mengenal dan mencoba shabu-shabu.   
Dari pernyataan pelaku A dan B di atas dapat dilihat bahwa 
kedua-duanya berada antara jarak yang jauh dari orangtua mereka 
masing-masing sehingga kontrol dan pengawasan orangtua 
mereka masing-masing berkurang intensitasnya. Keadaan terpisah 
jarak jauh menyebabkan fungsi kontrol dan pengawasan orangtua 
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terhadap tingkah laku pelaku A dan B menjadi terbatas pada alat-
alat komunikasi jarak jauh seperti telepon, e-mail dan semacamnya 
atau setidaknya kepada keluarga yang dipercayakan untuk menitip 
dan menjaga selama menjalani masa kuliah di Makassar seperti 
dalam kasus pelaku A. Tidak adanya orangtua dan terpisahnya 
tempat tinggal membuat pelaku A dan pelaku B lebih leluasa untuk 
bergaul dengan siapa saja dan berbuat sesuka hati. Inilah yang 
menjadi salah satu penyebab mengapa pelaku A dan B sampai 
nekat untuk melakukan delik pencurian kendaraan bermotor.  
Sedangkan pada pelaku C, kasus seperti ini lazim disebut di 
kalangan ahli dan masyarakat sebagai broken home (keluarga 
yang retak), suatu istilah yang menunjukkan kerusakan, 
ketidakharmonisan, ketidakselarasan serta lumpuhnya interaksi 
dan komunikasi diantara para anggota keluarga dalam suatu 
rumah tangga. Menurut Edwin H. Sutherland, anak-anak yang 
melakukan kejahatan dan penyimpangan cenderung berasal dari 
keluarga yang retak dikarenakan proses sosialisasi yang tidak 
sempurna dalam keluarga (Ibid, 2011: 216). Kondisi broken home 
akan melahirkan efek ketidaknyamanan berada di dalam rumah 
sehingga para anggota keluarga akan mencari pelarian ke suatu 
komunitas yang mampu menerimanya. Terkadang komunitas itu 
mengarahkan seseorang ke arah yang negatif dan keadaan celaka 




f. Faktor Pergaulan 
Pelaku A dan pelaku B merupakan seorang sahabat karib. 
Keduanya mulai berteman sejak duduk di bangku kuliah dan 
berada pada universitas dan fakultas yang sama pula. Keduanya 
pula yang secara bersama-sama melakukan delik pencurian 
kendaraan bermotor. Keduanya menyatakan bahwa (wawancara 
tanggal 7 April 2012) tidak pernah sekalipun menyangka akan 
berbuat senekad itu. Pelaku B mengatakan (wawancara tanggal 13 
April 2012) bahwa pada awalnya dia kebingungan tentang 
bagaimana caranya untuk mendapatkan uang agar dapat melunasi 
hutangnya pada tante pelaku A. Kemudian datanglah teman 
bergaulnya di Makassar yang berprofesi sebagai supir angkot 
(pete-pete) yang menawarkan solusi kepada pelaku B untuk 
mencuri motor demi memperoleh uang sekaligus menyatakan akan 
membantu pelaku C dalam menjalankan aksi pencuriannya. 
Dikeranakan faktor psikologis pelaku B yang sudah penulis 
jelaskan sebelumnya, ia pun menerima saran temannya itu. 
Kemudian pelaku B mengajak pelaku A untuk membantunya 
dengan ancaman bahwa kalau pelaku A tidak ingin membantu 
maka pelaku B tidak akan membayar utangnya kepada tante 
pelaku A dan tidak akan bersahabat lagi dengan pelaku A. 
Disebabkan hal itu, maka pelaku A menyetujui ajakan pelaku B. 
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Kemudian, pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, ketiga-
tiganya pun menjalankan aksinya dengan mencuri sebuah sepeda 
motor yang sedang terparkir. Teman pelaku B yang bertugas 
menghidupkan motor dengan kunci khusus, sedangkan pelaku B 
yang mengemudikan motor, kemudian pelaku A yang ditugaskan 
untuk berjaga-jaga. Motor itu kemudian oleh pelaku B dan 
temannya, dilepaskan masing-masing komponennya lalu dijual 
sebagian di luar daerah dan sebagiannya dijual di Kerung-Kerung 
(tempat jual-beli onderdil motor bekas di Makassar) oleh pelaku A.  
Menurut pelaku C (wawancara pada tanggal 7 April 2012) 
bahwa pada awalnya ia hanya memakai shabu-shabu karena 
temannya memberikan barang tersebut kepadanya. Lebih lanjut, 
pelaku C mengatakan bahwa karena kebanyakan teman 
sepergaulannya memakai shabu-shabu, maka ia pun juga ikut-
ikutan mencicipi barang tersebut dengan alasan ingin tahu seperti 
apa rasanya.  
Kebanyakan zat dalam narkoba (singkatan dari narkotika, 
psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya) sebenarnya 
digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Akan tetapi, karena 
berbagai alasan psikotropika mulai disalahgunakan. Penggunaan 
terus-menerus akan berlanjut akan menyebabkan ketergantungan 
atau dependensi yang disebut juga dengan kecanduan. Tingkatan 
penyalahgunaan biasanya sebagai berikut: (1) coba-coba; (2) 
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senang-senang; (3) menggunakan pada saat atau keadaan 
tertentu; (4) penyalahgunaan; (5) ketergantungan (Hendra Akhdiat 
dan Rosleny Marliani,  2011: 54). Tujuan penulis mengutip teori 
fase-fase tingkatan keadaan pelaku pengguna narkoba di atas, 
agar mampu memberikan gambaran utuh dan sistematis terhadap 
fenomena dan realitas yang dialami oleh pelaku C dan orang-orang 
semacamnya. Perlu dipahami bahwa tidak semua pelaku 
penyalahgunaan narkoba akan melewati semua fase tersebut atau 
sampai pada fase ketergantungan melalui dengan melalui seluruh 
rangkaian fase.  
Pembahasan berikut ini menyangkut penjelasan fenomena 
sosial dengan berbasis teori fase-fase di atas untuk menjelaskan 
fenomena pelaku C. Fase pertama adalah fase coba-coba, dimana 
fase ini pelaku C memahami narkoba sebagai sesuatu yang sering 
dikonsumsi oleh teman-teman sepergaulannya, sesuatu yang oleh 
teman-temannya dianggap sangat memberikan kenikmatan, 
sesuatu yang dianggap sebagai simbol komunitas. Awalnya pelaku 
C akan merasa aneh dan keheranan namun lama-kelamaan 
muncul perasaan penasaran lalu akhirnya memutuskan untuk 
memakai narkoba untuk sekadar mengetahui dan sekaligus 
sebagai pembuktian eksistensi dan kelayakan diri agar dapat 
terserap dalam suatu komunitas dan gaya hidup tertentu. Inilah 
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akhir dari fase pertama sekaligus awal dari fase kedua, yakni fase 
senang-senang. 
Fase senang-senang merupakan fase dimana pelaku C 
telah terserap oleh komunitas pergaulan yang menyimpang. Pada 
tahap ini pelaku C mempredikatkan pada dirinya sesuatu yang 
dianggapnya sesuatu yang sejati (jati diri) dimana jati diri tersebut 
bertujuan untuk menggapai kesenanangan individual yang bersifat 
jasmani sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya dan inilah 
yang disebut dengan pandangan-dunia Hippiisme. Narkoba yang 
merupakan sarana pemuas hasrat akan kesenangan menjadi 
sarana puncak. Pertemuan-pertemuan para anggota dihabiskan 
dengan bersenang-senang dan narkoba menjadi simbol 
kesenangan dan sekaligus menjadi simbol komunitas. Pemakaian 
narkoba dari waktu ke waktu ditingkatkan dosisnya demi 
memperoleh kenikmatan yang lebih lama dan lebih tinggi. Inilah 
yang dimaksud dengan fase senang-senang yang dialami oleh 
pelaku C yang sial dan celaka. 
Fase berikutnya yang dialami oleh pelaku C adalah fase 
ketergantungan. Fase ini ditandai dengan kebergantungan dan 
ketidakberdayaan diri dihadapan narkoba. Narkoba yang pada 
awalnya merupakan alat yang digunakan oleh pelaku C untuk 
menggapai kebahagiaan yang fana berubah menjadi alat yang 
mengontrol kehidupan pelaku C. Jadi, pada awalnya pelaku C yang 
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menggunakan narkoba sebagai alat, akan tetapi lama kelamaan 
narkoba lah yang menjadikan pelaku C sebagai alat. Pada fase ini, 
narkoba betul-betul telah mengatur seluruh gerak, diam dan 
kehendak pelaku C. Hari-harinya dihabiskan dengan memikirkan 
narkoba, kenikmatannya, cara mendapatkannya serta 
perbuatannya diarahkan ke arah konsumsi narkoba. 
Kebergantungan terhadap narkoba yang terus menerus menguat 
dan mengakar dalam diri pelaku C yang tidak disertai dengan 
kemampuan dalam menyalurkan hasratnya mendorongnya untuk 
melakukan berbagai macam kejahatan. Walhasil, pelaku C pun 
melakukan pencurian kendaraan bermotor demi memperoleh uang 
untuk memuaskan hasratnya yang menyimpang itu.   
Faktor sosial yang berlaku umum yang dapat ditarik dari 
pernyataan ketiga mahasiswa pelaku delik pencurian kendaraan 
bermotor dan analisis terhadap pernyataan tersebut adalah ketiga-
tiganya salah dalam memilih teman dan cara bergaul. Lingkungan 
pergaulan dan karakter teman bergaul memang merupakan salah 
satu faktor sosiologi yang banyak berperan dalam mempengaruhi 
perkembangan karakter dan mental seseorang. Dari kasus di atas 
dapat dilihat bahwa pelaku A melakukan delik karena ajakan dan 
pengaruh pelaku B, sedangkan pelaku B sendiri melakukan delik 
karena ajakan dan pengaruh temannya pula. Apa yang terjadi pada 
pelaku C juga sama, yang pada awalnya disebabkan karena 
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pengaruh komunitas pergaulannya yang mengajaknya untuk 
memakai shabu-shabu, lalu karena ketergantungan maka pelaku C 
memutuskan untuk mencuri motor temannya sendiri agar bisa 
mendapatkan uang untuk membeli shabu-shabu. Yang lebih 
menggelikan lagi adalah korban delik yang dilakukan oleh pelaku C 
tidak lain adalah orang yang memperkenalkan pelaku C kepada 
shabu-shabu. Aduhai, betapa celaka dan menyedihkannya !!!    
 
B. Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum 
Dalam Menanggulangi Pencurian Kendaraan Bermotor yang 
Dilakukan oleh Oknum Mahasiswa di Kota Makassar 
 
1. Melakukan Patroli 
Menurut AKP. Anwar. H, S.H., M.H. yang menjabat sebagai 
Wakasat Reserse Kriminal Polrestabes Makassar (wawancara tanggal 
19 April  2012) bahwa para anggota kepolisian yang tergabung dalam 
divisi Lalu Lintas (Lantas) senantiasa melakukan patroli berkeliling 
yang dilaksanakan oleh Polrestabes dan berkoordinasi dengan setiap 
Polsekta di seluruh Kota Makassar, yang dilakukan terutama di 
tempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor. Salah satu tempat yang paling rawan terjadinya pencurian 
kendaraan bermotor adalah di pusat pemukiman kontrakan 
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mahasiswa dan di daerah Antang. Di daerah tersebut kerapkali terjadi 
delik pencurian kendaraan bermotor. 
Menurut penulis, kegiatan rutin patroli merupakan salah satu 
alat preventif (pencegahan) untuk mengawasi dan menjaga daerah 
kota Makassar dari berbagai macam bentuk kejahatan di jalanan serta 
efektif dalam membatasi ruang gerak para pelaku-pelaku potensial. 
 
2. Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor 
(Sweeping)  
Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor atau 
biasa disebut sweeping juga merupakan salah satu kegiatan rutin yang 
dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di seluruh 
wilayah Indonesia, operasi ini terus dilakukan demi mencegah dan 
menertibkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Operasi ini juga 
bertujuan untuk mengamankan kendaraan-kendaraan bermotor yang 
tidak memiliki kelengkapan surat-surat yang dicurigai sebagai 
kendaraan bermotor hasil curian. 
 
3. Sosialisasi Terhadap Mahasiswa 
Sosialisasi mempunyai dua fungsi, yaitu bagi individu dan 
masyarakat. Bagi individu berfungsi agar membuat individu hidup 
secara wajar dalam kelompok (masyarakatnya) sehingga diterima oleh 
warga masyarakat lain, dan dia pun dapat berpartisipasi aktif sebagai 
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anggota masyarakat. Sedangkan tujuan kedua yang menyangkut 
masyarakat bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial melalui 
pemfungsian sosialisasi sebagai sarana pewarisan nilai dan norma 
serta pengendalian sosial (Hendra Akhdiat dan Rosleny Marliani, 
2011: 36). 
Menurut AKBP. I Mawan Sugeha yang menjabat sebagai Kasat 
Reserse Kriminal Polrestabes Makassar (wawancara tanggal 20 April 
2012) bahwa sosialisasi yang sering dilakukan oleh pihak-pihak 
kepolisian biasanya diadakan atas kerjasama dengan organisasi-
organisasi kemahasiswaan baik yang organisasi intern maupun 
ekstern kemahasiswaan. Bentuknya pun bermacam-macam, bisa 
dalam bentuk sosialisasi hukum, seminar, dialog atau pelatihan dalam 
rangka kaderisasi kemahasiswaan. Adapun yang dilaksanakan oleh 
intern Polrestabes kota Makassar adalah dengan memasang spanduk 
dan pengarahan ketertiban dan keamanan dalam menyimpan 
kendaraan lewat kontak atau melalui brosur-brosur. 
 
4. Mengembangkan Penyidikan melalui Keterangan-Keterangan 
Pelaku Delik Pencurian Kendaraan Bermotor 
Biasanya para pelaku delik pencurian kendaraan bermotor 
memiliki suatu jaringan dan kelompok yang terorganisir yang 
dinamakan dengan sindikat. Kriminalis yang tergabung dalam sindikat 
ini biasanya beraksi secara teratur, rapi, dan bergerombol yang 
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terkadang melalui instruksi pimpinan sindikat atau orang yang paling 
dituakan/dihormati dalam sindikat tersebut. Sindikat inilah yang 
berusaha diungkap keberadaannya oleh para petugas intelijen 
kepolisian dengan berusaha mengumpulkan informasi sebanyak-
banyaknya. 
Salah satu informasi yang paling berguna adalah dengan 
menggali informasi dari anggota-anggota sindikat yang tertangkap. 
Keterangan atau informasi inilah yang dijadikan acuan dalam 
pergerakan kepolisian untuk mengetahui nama-nama anggota 
sindikat, menemukan lokasi persembunyian anggota-anggota sindikat 
yang buron atau lokasi-lokasi yang menjadi target kejahatan sindikat 
tersebut. Teknik ini memang merupakan salah satu strategi yang 
efektif dalam memberantas kejahatan. Namun, penggunaan teknik ini 
setidaknya harus memperhatikan hak-hak tersangka atau terpidana 
karena pengambilan keterangan dan informasi sangat rawan dengan 




















Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab mahasiswa 
melakukan delik pencurian kendaraan bermotor, yakni: 
a. Faktor psikologis dimana garis edar faktor ini berada dalam jiwa 
para pelaku yang bekerja secara internal dalam mempengaruhi 
proses pengambilan keputusan, kehendak dan gerak untuk 
melakukan delik pencurian kendaraan bermotor. Faktor-fektor 
psikologis ini bemacam-macam jenisnya seperti perasaan-
perasaan yang tidak sejalan dengan pertimbangan akal praktis, 
gejala-gejala kejiwaan yang berpotensi mengakbatkan 
gangguan kepercayaan dan kebimbangan,  pengalaman religus 
yang minim yang mengakibatkan rendahnya intensitas 
keimanan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pengaruh 
psikis dari penyalahgunaan narkoba. 
b. Faktor sosiologis yang terdiri dari keluarga, pendidikan dan 
masyarakat yang semuanya saling berhubungan dan inheren 
serta bekerja dalam garis eksternal (dari luar diri pelaku) 
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terhadap para mahasiswa pelaku delik pencurian kendaraan 
bermotor. 
2. Terdapat beberapa strategi yang diterapkan oleh pihak kepolisian 
di Kota Makassar dalam rangka mencegah dan memberantas delik 
pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh mahasiswa, 
yaitu: 
a. Patroli rutin 
b. Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor 
(Sweeping) 
c. Sosialisasi terhadap mahasiswa 
d. Mengembangkan Penyidikan Melalui Keterangan-Keterangan 
Pelaku Delik Pencurian kendaraan Bermotor 
 
B. Saran 
1. Sebaiknya dalam proses pendidikan di universitas-universitas 
senantiasa ditekankan pula pendidikan-pendidikan moral religius 
sehingga mahasiswa-mahasiwa yang dilahirkan tidak hanya 
berbekal kepintaran dan kecerdasan intelektual (IQ), tetapi juga 
kecerdasan spiritual (SQ) dan kecerdasan emosional (EQ) agar 
mampu melahirkan pribadi yang seimbang dan berkarakter luhur. 
2. Universitas-unversitas sebaiknya senantiasa mendukung segala 
jenis kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi positif 
baik dalam bantuan moril maupun materi sehingga praktik-praktik 
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kaderisasi pribadi-pribadi idealis mahasiswa yang merupakan 
simbol dan budaya yang melekat kepada mahasiswa bisa tetap 
dipertahankan dan ditingkatkan. 
3. Peran kepolisian sebagai mitra masyarakat dalam konteks 
pencegahan dan pemberantasan masyarakat harus senantiasa 
ditingkatkan dengan program-program yang langsung terjun ke 
dalam masyarakat, khususnya mahasiwa-mahasiwa yang 
merupakan lapisan masyarakat intelektual untuk menjalin suatu 
kesinambungan kerjasama yang harmonis demi mencapai 
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